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ABSTRAK 

Seiring berjalannya waktu sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya pada 

masa orde lama dan baru tidak memperhatikan asas desentralisasi. Saat ini mulai 

menunjukkan perubahan dengan penerapan desentralisasi namun dalam perkembangannya 

dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yakni harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda oleh 

Kepala daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan biro hukum pemerintahan daerah 

dialihkan pada instansi vertikal yakni kemenkumham. Adapun yang menjadi perumusan 

masalah, Pertama, bagaimana bentuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Kedua, apa 

yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Pertama, 

Perda merupakan produk hukum yang unik yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang 

bertujuan untuk memajukan daerah otonomnya. Namun dengan adanya harmonisasi dan 

sinkronisasi oleh instansi vertikal tentu membentuk pola sehingga terbentuklah perda yang 

seragam yang hal itu dapat mematikan kreativitas pemerintahan daerah dalam usaha 

menyejahterakan masyarakatnya serta mengurangi kemandirian pemerintahan daerah. Kedua, 

Adapun kelebihan penerapan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan oleh instansi vertikal 

tentu memperkuat sistem pengawasan karena pengawasan bukan dilakukan langsung oleh 

instansi yang sama dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Namun kekurangannya 

yakni pengharmonisasian dan sinkronisasi yang dilakukan pada instansi vertikal dalam hal ini 

membentuk suatu pola dan tentunya akan menyeragamkan antar perda-perda dan tentunya hal 

ini dapat mematikan kreativitas dan kemandirian pemerintahan daerah itu sendiri. Penelitian 

ini menggunakan metodologi normatif. Dalam pelaksanaannya belum ada aturan pelaksana 

dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tentu hal ini menimbulkan kekosongan hukum. 


